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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 824 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa sesual dengan surat permohonan izin
Operasional/penyelenggaraan Kursus PLSM dari LLANA ANNE
REECE ( Penyelenggara Kursus PLSM PRO EDUCATION ) ,
Nomor : 01/V/PROED/2017., Tanggal 29 Mei 2017 dan
berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT, Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Utara  Nomor
420/139/MI/UPT Disdikpora Kuta Utara, Tanggal 8 Maret 2017,
beserta lampiran-lumpirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor :
42/PAUD-PNF/V/2017, hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 terhadap
Kursus PLSM tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan
pendidikan;

¢. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka
dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan
tersebut dalam batas-batas kemampuan  hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : |  Undang-Undang Nomor 69 Tahun [958 Tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah-dacrah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan ( Lembaran Negaran Republik Indonesin Tahun 2004

Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78:Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
( Lembsran Negars Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No.2 Tahun 2015 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S657)

5. Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
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Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor
81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformall;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung.

-

MEMUTUSKAN:
Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Luar Sekolah dan
Masyarakat Kepada :
Kursus PLSM . PRO EDUCATION
Jenis Pendidikan :  Bimbingan Belajar ( Bimbel )
Rumpun Pendidikan :  Jasa
Alamat . JI. Bumbak Gg Villa Onga Desa.Kerobokan
Kec.Kuta Utara Kab. Badung,
Penyelenggara . LLANA ANNE REECE.

lzin penyelenggaraan dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku
terhitung mulai tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 21 Juni 2021

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus PLSM tersebut sedemikian rupa,
sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model
yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum izin ini berahir.

Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Nomor : 824
Tahun 2017, Tanggal 21 Juni 2017. maka dengan ini Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung Nomor :
203 Tahun 2015. Tanggal 16 Maret 2015 Tentang ljin Menyelenggarakan
Kursus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan Kketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 21 Juni 2017

q A DINAS PENDIDIKAN,
FENIUDAAN DAN OLAHRAGA
- \, TEN BADUNG,

Tembusan disampaikan Kepada :

I Dirrektur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.

3. Bupari Badung di Badung.

4. Camor Kuta Utara di Kuta Utara

5. Kepala UPT, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kecamatan Kuta Utara di Kuta Utara

6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

7. Arsip.
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-60175.AH.01.01.Tahun 2012
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I
dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 25, tanggal 20 November 2012 yang
dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ni Luh Ary Widiastuthi SH.,M.Kn dan diterima pada
tanggal 26 November 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 96);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas

dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia Nomor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-02 AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukumi PT. PROEDUCATION INDONESIA, berkedudukan di
Kerobokan - Kabupaten Badung karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I
yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor
25, tanggal 20 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Ni Luh Ary Widiastuthi SH.,M.Kn
berkedudukan di Kotamadya Denpasar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 November 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Bp = BN

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., Di¥M.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0102060.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 November 2012
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